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KPK Sita Dokumen Perizinan yang Terhit Saat Haryadi Menjabat

YOGYA (MERAPI)- KPK menemukan catatan
khusus tersangka mantan Wali Kota Yogyakarta,
Haryadi Suyuti (HS), terkait penerbitan izin
mendirikan bangunan (IMB) dari penggeledahan
di Kota Yogyakarta, Selasa (7/6). Dokumen periz-
inan yang keluar saat Haryadi menjabat itu pun
disita sebagai barang bukti.

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan
kasus dugaan suap pengurusan perizinan di
wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta.

"Ditemukan dan diamankan berbagai bukti di
antaranya berbagai dokumen dengan catatan
khusus dari HS selaku wali kota untuk penerbitan
IMB yang diduga kuat berkaitan dengan perkara
ini," ucap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, di
Jakarta, Rabu (8/6) seperti dikutip Antara.

Dijelaskan, ada tiga lokasi yang digeledah tim § ol - 5 o '
penyidik KPK, yakni Kantor Wali Kota Yogya- MERAPIANTARA
karta, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Tersangka Haryadi Suyuti berada dalam mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta,

* Bersambung halaman 9  Jumat (3/6).
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“Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, dan
Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Yogyakarta. .

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi membenarkan bahwa petu-
gas Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan sejumlah doku-
men terkait dengan perizinan saat mereka menggeledah kompleks
Balai Kota Yogyakarta pada Selasa (7/6). .

"Saya pun baru dilapori karena tadi malam baru tiba di Yogyakarta.
Ada berkas-berkas yang diambil. Ada yang berkaitan dengan kasus
tangkap tangan kemarin dan beberapa perizinan lain," kata Sumadi
di Yogyakarta, Rabu.

Meskipun demikian, Sumadi yang baru dilantik sebagai Penjabat
Wali Kota Yogyakarta pada 22 Mei tersebut tidak dapat memastikan
secara detail dokumen perizinan lain yang juga ikut diamankan oleh
petugas KPK. .

"Dokumen yang dibawa adalah perizinan yang diterbitkan saat be-
liau (mantan Wali Kota Yogyakarta,HS) masih menjabat,” katanya.

Petugas KPK menggeledah sejumlah ruangan di kompleks Balai

Kota Yogyakarta yang sebelumnya sudah disegel. Penggeledahan di-
awali dari ruang kerja Wali Kota Yogyakarta kemudian bergeser ke
Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) dan ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan
Kawasan Permukiman (DPUPKP).

Penggeledahan di kompleks Balai Kota Yogyakarta tersebut di-
lakukan selama sekitar 9 jam.

"Di setiap ruangan, ada berkas yang diamankan. Akan tetapi
berkas yang diamankan paling banyak dari Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu," katanya.

- Ia memastikan Pemerintah Kota Yogyakarta bekerja sama dengan
baik untuk pengusutan dan penyelidikan kasus dugaan suap yang
membelit mantan Wali Kota Yogyakarta HS dan sejumlah ASN di
lingkungan pemerintah daerah tersebut terkait perizinan pemba-

ngunan apartemen oleh Summarecon.

Segel yang sebelumnya terpasang di ruangan yang digeledah pun
seluruhnya sudah dilepas termasuk di Rumah Dinas Wali Kota
Yogyakarta di seberang kompleks Balai Kota Yogyakarta.

Diberitakan sebelumnya, mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi
Suyuti bersama dua ASN di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
yaitu Kepala DPMPTSP, NWH, serta ajudan dan asisten pribadi HS,
TBY ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan suap perizinan
pembangunan apartemen. ’

KPK pada Jumat (3/6) telah menetapkan empat tersangka kasus
tersebut. Sebagai penerima ialah Haryadi Suyuti (HS), Kepala_
DPMPTSP Kota Yogyakarta, Nurwidhihartana (NWH), dan Triyanto
Budi Yuwono (TBY) selaku sekretaris pribadi merangkap ajudan
Haryadi. .

Sementara sebagai pemberi, yaitu Vice President Real Estate PT
Summarecon Agung (SA) Tbk Oon Nusihono (ON). *

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa pada 2019,
ON melalui Dandan Jaya K selaku Dirut PT Java Orient Property
(JOP) mengajukan permohonan ’

IMB mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan apartemen
Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk,
dalam wilayah cagar budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Pemkot Yogyakarta.

PT JOP adalah anak usaha dari PT SA Tbk. "Proses permohonan

,izin kemudian berlanjut di tahun 2021 dan untuk memuluskan pen-

gajuan permohonan tersebut, ON dan Dandan Jaya diduga melaku-
kan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan de->
ngan HS yang saat itu menjabat selaku Wali Kota Yogyakarta periode
2017-2022," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa
pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/6). T()-d
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